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BAB III 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis lakukan 

didalam bab 2 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban 

dari rumusan masalah yakni sebagai berikut : 

1. Upaya yang dilakukan oleh Polri di jajaran Polres 

Gunungkidul dalam rangka menanggulangi akibat negatif yang 

ditimbulkan oleh pelaku premanisme yaitu Pendekatan 

personal terhadap preman, melakukan penyuluhan hukum pada 

masyarakat, melakukan patroli dan juga Pembinaan bekerja 

sama dengan pemerintah desa. 

2. Kendala yang dihadapi Polres Gunungkidul dalam rangka  

menanggulangi premanisme adalah masyarakat takut untuk 

memberikan informasi kepada pihak kepolisian atas perilaku 

preman dan pada saat polisi melakukan patroli di dalam 

masyarakat ataupun  tempat umum seperti pasar dan terminal 

para preman cenderung berbuat baik dalam bertingkah laku 

serta berubah sikap kepada pihak Kepolisian, sehingga polisi 

tidak bisa semena-mena menangkap mereka. 
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2. Saran 

a. Hendaknya masyarakat tidak usah takut dan segera melapor kepada 

pihak kepolisian apabila masyarakat melihat, mengetahui ataupun 

menjadi korban aksi premanisme . 

b. Pihak kepolisian hendaknya meningkatkan jumlah personil agar 

kepolisian dapat mengontrol kehidupan di dalam masyarakat 

sehingga tercipta kedamaian dan rasa nyaman dalam masyarakat. 

c. Meningkatkan  lapangan pekerjaan bagi rakyat, karena akar 

permasalahan mendasar yang mengakibatkan maraknya 

premanisme yaitu pengangguran dan kemiskinan. 
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